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ABSTRAK
Penelitian ini mendiskripsikan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat di Desa Diolo Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengambilan data adalah observasi /pengamatan dan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan sejak awal penelitian sampai akhir penelitian yang berlangsung secara interaktif, yaitu melalui pemprosesan data, dan penafsiran data.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat di Desa Diolo Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe cukup efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya administrasi pemerintahan desa seperti, administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan dan administrasi pembangunan yang sebagian sudah sesuai dengan kondisi objektif dan peraturan yang berlaku. Sedangkan pelayanan masyarakat desa ditandai dengan adanya kecepatan, ketepatan, kemudahan dan keadilan. 
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 

Tata penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus mencerminkan peranan pemerintah dalam pembangunan terutama pembangunan di bidang pelayanan publik. Dalam menjalankan peranannya di bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang lebih menekankan kepada pengarahan dan dorongan kegiatan pelayanan publik, pemerintah sebanyak mungkin meningkatkan penguasaan serta pengurusan sendiri kegiatan-kegiatan publik tersebut. Ketika ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, perubahan yang signifikan terhadap perubahan terhadap sistem pemerintahan nasional. Perubahan sistem pemerintahan tersebut terlihat pada asas pemerintahan, yakni perubahan bersifat sentralisasi menjadi asas yang bersifat desentralisasi. 
Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah, perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah telah mendapat sambutan positif  dan penuh harapan bagi seluruh masyarakat di daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat masyarakat dalam berdemokrasi dan melaksanakan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Setelah pemikiran program atau konsep mengenai mekanisme kerja Aparatur pemerintah daerah sampai pada pemerintah Desa yang terkemas dalam undang-undang pemerintahan daerah disepakati sebagai landasan operasional dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. 

Penyelenggara administrasi pemerintah Desa akan tersusun dan semakin terarah secara lebih baik dan efisien bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat Desa menunjukan kesadaranya terhadap pemerintah Desa yang di damping oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa Diolo dalam menjalankan tugasnya sebagian sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pelayanan masyarakat pemerintah selalu mementingkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Seiring dengan besarnya tuntutan akan penerapan good governance, terutama akan pelayanan publik yang berkualitas juga menjadi semakin besar. Pemerintah merespon tuntutan ini dengan menetapkan tahun 2015 sebagai tahun peningkatan pelayanan publik. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan, seperti misalnya pelayanan prima dan standar pelayanan minimal. 
Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Aparatur pemerintah Desa Diolo dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat (seperti pelayanan KK, e-KTP, Akta kelahiran, Izin mendirikan bangunan, Izin keramaian, Surat keterangan pindah, Surat pengantar SKCK, Surat keterangan tidak mampu, Pembuatan buku nikah, Surat keterangan domisili, dan sebagainya) masih belum seperti yang diharapkan. Pengaduan lainya seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit dalam pengurusan, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasi penyimpangan dan KKN.
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Administrasi 
Administrasi diartikan sebagai suatu proses tata kerja penyelenggaraan atau dengan perkataan lain sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara teknis. Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan sekelompok orang dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Handayaningrat (1988:2) mengungkapkan bahwa administrasi adalah kegiatan ketatausahaan yang terdiri dari berbagai kegiatan seperti pembukuan baik penghitungan, pencatatan atau yang lainnya dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan dalam arti yang sempit, menurutnya administrasi merupakan kegiatan catat mencatat atau pembukuan, surat menyurat atau lainnya yang berkaitan dengan ketatausahaan. 
B. Administrasi Pemerintahan Desa

Pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa ini menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan sebagai suatu organisasi pemerintahan terendah di bawah kecamatan yang memiliki otonomi asli, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan adat istiadat masyarakat setempat.Administrasi pemerintahan Desa merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai aktivitas pemerintah Desa dalam kaitanya dengan tugas dan wewenang, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan Desa. Dalam menyelenggarakan urusan-urusan Desa, pemerintah Desa berkewajiban melakukan berbagai pencatatan data dan informasi pada buku-buku register/model sesuai dengan urusan dan kepentingan  Wasistiono (2006:8). Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa terdapat asas-asas yang harus diperhatikan, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat Desa. Asas-asas penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, antara lain sebagai berikut: Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan; Asas Tertib Kepentingan Umum; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas; Asas Akuntabilitas; Asas  Efektivitas dan Efisiensi; Asas Kearifan Lokal; Asas Keberagaman; Asas Partisipatif;
C. Pelayanan Masyarakat 
Istilah dan konsep pelayanan banyak ditemui dalam berbagai aspek kehidupan manusia dewasa ini. Keragaman istilah dan konsep pelayanan menandakan ketertarikan para ahli untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan konsep pelayanan itu sendiri. Berbagai konsep mengenai pelayanan banyak dikemukakan oleh para ahli, seperti Moenir (2002:16), Pelayanan adalah “proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang yang berlangsung”. Pada bagian lain dikatakan bahwa pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang dengan landasan faktor materil melalui system, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.
Pelayanan ini adalah proses dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan haknya. Kata “umum” dalam “pelayanan” menunjukkan masyarakat, orang banyak, yang punya kepentingan, terjemahan dalam bahasa inggris “public” kalau dihubungkan dengan kata pelayanan maka menjadi pelayanan umum (public service) atau pelayanan publik. Adapun pengertian pelayanan umum sebagaimana dikemukakan oleh Saefullah (1999:5), yakni: pelayanan umum  (public service) adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Pelayanan merupakan suatu tindakan untuk memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, tamu, klien, pasien, penumpang dan lain-lain) yang tingkat pemuasanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani maupun yang di layani. Hal ini terjadi komunikasi batin antara kedua pihak dan kepuasan yang diperoleh tergantung pada situasi saat terjadinya interaksinya pelayanan tersebut Notoatmodjo ( 2003:). Dalam hal ini pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan yang berkualitas. Kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang baik, yaitu suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan atau masyarakat secara memuaskan. Sebagaimana dikemukakan  Trigono (1997:76) bahwa pelayanan yang terbaik yaitu “melayani setiap saat, secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong serta profesional dan mampu”, bahwa kualitas ialah standar yang harus dicapai oleh seorang/kelompok/lembaga/organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja atau produk yang berupa barang dan jasa. Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah daerah akan mempengaruhi minat para investor dalam menanamkan modalnya di suatu daerah.
METEODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Diolo Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe, dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa Diolo Kecamatan Bondoala, belum terlaksana dengan baik sehingga pelayanan kepada masyarakat sering mengalami hambatan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yang terdiri dari  key Informan (informan kunci) sebanyak 7 orang yaitu 1 orang Kepala Desa Diolo, 1 orang Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 1 orang Sekretaris Desa,  2 orang anggota (BPD), 1 orang Kaur Administrasi dan 1 orang Kaur Keuangan. Setelah saya melakukan penelitian langsung di lapangan saya mendapatkan 3 orang  Informan biasa/pendukung yaitu masyarakat yang sedang melakukan pelayanan pada saat penelitian. Penetapan informan penelitian  dilakukan berdasarkan purposive sampling dengan pertimbangan bahwa kesepuluh orang tersebut memiliki  pengetahuan terhadap pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa dalam pelayanan masyarakat di Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe.
Data penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan yang sudah ditentukan sebelumnya. Serta data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku referensi,  jurnal dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan fokus yang dibahas dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data dan informan dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder dilakukan dengan dua macam cara yaitu: Pertama Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dengan cara menelaah berbagai literatur dan dokumen yang erat hubunganya dengan masalah yang diteliti. Kedua Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek atau lokasi penelitian untuk memperoleh data di lapangan di gunakan teknik-teknik sebagai berikut: Wawancara; Observasi; Kaji dokumen, 
HASIL PEMBAHASAN
A. Administrasi Pemerintahan Desa
Administrasi pemerintahan Desa merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai aktivitas Pemerintah Desa dalam kaitanya dengan tugas dan wewenang, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan Desa. Administrasi  pemerintahan Desa yang merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadikan Desa sebagai tumpuan dan ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sekaligus sumber data dan informasi dalam penentuan berbagai kebijaksanaan pemerintahan secara nasional.
1. Administrasi Umum
Pelaksanaan administrasi umum Pemerintah Desa ini menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan di Desa Diolo, sebagai suatu organisasi pemerintahan terendah di bawah kecamatan yang memiliki otonomi asli, yang berhak mengatur keadaan administrasi umum mereka sendiri. Oleh karenanya pelaksanaan administrasi umum pemerintahan di Desa Diolo menjadi salah satu prioritas Aparat pemerintah di Desa Diolo. Adapun pelaksanaan administrasi umum di Desa Diolo dalam hal ini mengenai pengelolaan buku data peraturan Desa dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Aparat di Desa Diolo kurang mampu mengelolo buku data peraturan Desa, Aparat pemerintah Desa Diolo tidak selalu konsisten melakukan pekerjaanya dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya disebabkan ada beberapa alasan yaitu keterbatasan Aparat Desa dalam mngelola komputer serta upah/gaji tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 
2. Administrasi Penduduk
Pelaksanaan administrasi penduduk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk. Berdasarkan hasil penelitian Aparat pemerintah Desa Diolo senantiasa melakukan segenap pencatatan data dan informasi tentang keadaan penduduk sehingga Aparat pemerintah Desa Diolo dapat mengetahui dengan jelas mengenai keadaan jumlah penduduk dan memudahkan para Aparat Desa Diolo dalam merekapitulasi jumlah penduduk di Desa Diolo. Adapun  pelaksanaan administrasi kependudukan di Desa Diolo dalam hal ini tentang pengelolaan buku data penduduk dari  hasil penelitian bahwa administrasi kependudukan di Desa Diolo telah ditata dengan baik dalam artian pelaksanaan administrasi kependudukan di Desa Diolo telah berjalan efektif sehingga segenap informasi tentang keadaan jumlah penduduk Desa Diolo dapat diketahui dengan baik.
3. Administrasi keuangan
Pelaksanaan administrasi keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada buku administrasi keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, Aparat pemerintah Desa Diolo senantiasa melakukan segenap pencatatan data dan informasi tentang pengelolaan anggaran keuangan di Desa Diolo dalam buku administrasi keuangan Desa sehingga masyarakat Desa Diolo dapat mengetahui dengan jelas mengenai pengelolaan keuangan yang ada di Desa Diolo baik keuangan yang bersumber dari bantuan Pemerintah maupun yang berasal dari swadaya masyarakat. Melalui pelaksanaan administrasi keuangan di Desa Diolo yang telah berjalan dengan baik, masyarakat akan mengetahui tentang keadaan keuangan Desa dan kemana saja pos-pos anggaran tersebut disalurkan. Melalui pengadministrasian keuangan di Desa Diolo, Aparat Desa dan masyarakat dapat mengetahui dan merencanakan besar anggaran yang akan dikeluarkan dan dibutuhkan  dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Diolo. Adapun  pelaksanaan administrasi keuangan di Desa Diolo dalam hal ini tentang pengelolaan anggaran pendapatan Desa,  dari penjelasan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan di Desa Diolo Aparat pemerintah telah mengelola dengan baik dalam artian pengelolaan keuangan di Desa Diolo telah berjalan efektif sehingga segenap informasi tentang pengelolaan anggaran pendapatan Desa dicatat dalam buku administrasi keuangan Desa dan masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran di Desa Diolo.
4. Administrasi Pembangunan
Melalui pelaksanaan administrasi pembangunan di Desa Diolo yang telah berjalan dengan baik, masyarakat akan mengetahui tentang rencana  pembangunan Desa yang akan dilaksanakan. Adapun  pelaksanaan administrasi pembangunan di Desa Diolo dalam hal ini mengenai rencana pembangunan Desa, dari hasil penelitian bahwa perencanaan adalah proses penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pelibatan masyarakat merupakan upaya untuk mendekatkan kebutuhan masyarakat dalam kerangka pilihan keputusan dalam perencanaan, peenyusunan rencana kegiatan pembangunan di Desa Diolo telah dilakukan dengan baik sehingga rencana pembangunan Desa Diolo dapat terlaksana dengan baik. 
B. Pelayanan Masyarakat

Pelayanan masyarakat mengenai administrai yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi seperti pelayanan registrasi kependudukan. Pelayanan administrasi dimasyarakat seperti pelayanan pembuatan kartu domisili, surat pengantar pembuatan e-KTP, KK dan lain-lain. Aspek-aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan menjadi alat untuk mengukur pelayanan kepada masyarakat.
1. Kecepatan
Aparat yang memberikan layanan administrasi kependudukan di Desa Diolo harus mempunyai kesiapan merealisasikan kebutuhan masyarakat, tidak ada alas an menunda atau memperlambat pemberian layanan, kapanpun masyarakat membutuhkan layanan administrasi kesehatan pada saat itu pula Aparat telah stand by untuk melayani. Adapun  pelayanan masyarakat yang menyangkut dengan kecepatan di Desa Diolo dari penjelasan hasil penelitian bahwa kecepatan proses layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat oleh Aparat pemerintah di Desa Diolo adalah baik, karena Aparat pemerintahdi Desa Diolo dengan cepat dan tepat melayani segenap kebutuhan  masyarakat dan hal ini memungkinkan pelayanan yang diberikan Aparat pemerintah Desa Diolo terlaksana dengan baik.
2. Ketepatan 

Ketepatan dalam pelayanan berarti layanan administrasi yang diberikan oleh Aparat kepada masyarakat harus persis, tidak kurang dan tidak lebih, sesuai dengan janji. Hal ini dapat dilihat melalui produk dan proses layanan. Adapun  pelayanan masyarakat yang menyangkut dengan ketepatan di Desa Diolo Hasil penelitian bahwa ketetapan proses layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Aparat Desa Diolo cukup baik, hal ini karena Aparat pemerintah Desa memberikan segenap pelayanan seperti pelayanan administrasi pelayanan kesehatan serta pelayanan lainya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Kemudahan 
Penyediaan layanan yang mudah dan biaya yang diminta sesuai tarif dan tidak ada biaya tambahan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang harus mendapat priorotas utama. Dari hasil penelitian wawancara disimpulkan bahwa kemudahan layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat oleh Aparat pemerintah Desa Diolo berjalan dengan baik, karena Aparat pemerintah Desa selalu siap melayani kebutuhan masyarakat dan dalam pemberian layanan tersebut biaya/tariff yang diminta sesuai dengan kemampuan masyarakat dan tidak membutuhkan waktu yang lama.
4. Keadilan
Rasa keadilan yang mudah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sejauh mana layanan administrasi atau pelayanan lainya diterima oleh masyarakat secara menyeluruh tanpa memandang asal-usul, strata sosial dan ekonomi masyarakat yang dilayaninya. mendapatkan pelayanan terpenuhi dan diutamakan. Dari hasil penelitian bahwa keadilan layanan administrasi ataupun layanan lainya yang diberikan kepada masyarakat Desa Diolo belum terlaksana dengan baik, Aparat pemerintahan Desa masih membeda-bedakan antara masyarakat yang mempunyai jabatan atau status sosial dengan masyarakat biasa sehingga, dalam pelayanan masih terdapat unsur diskriminatif atau tidak meratanya dalam pemberian layanan.
PENUTUP
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat dituliskan poin-poin kesimpulan peneletian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat di Desa Diolo cukup terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan yang berjalan di Desa sebagian sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat seperti, administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan dan administrasi pembangunan
2. Pelayanan masyarakat yang dilakukan pemerintah Desa Diolo cukup terlaksana dengan baik. Hal ini tampak dari kecepatan layanan yang diberikan, ketepatan layanan yang semakin tepat, adanya kemudahan dalam pelayanan serta adanya keadilan yang diberikan memberikan dampak positif kepada masyarakat.
B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa, perlu adanya:

a. Peningkatan pemberian berbagai pelatihan kepada para Aparat pemerintah Desa Diolo

b. Peningkatan disiplin kerja terhadap para Aparat guna meningkatkan pelaksanaan administrasi pemerintahan pegawai, serta perlunya penerapan sanksi yang tegas kepada Aparat pemerintah Desa yang cenderung bertindak indisipliner dalam pelaksanaan tugas.

c. Diharapkan kepada Aparat Desa untuk selalu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan dan selalu berupaya mencapai target kerja yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Untuk lebih meningkatkan kondisi administrasi pemerintahan yang berdampak pada pelayanan masyarakat perlu adanya: 

a. Sikap lebih tanggap dari Aparat pemerintah Desa Diolo terhadap berbagai keluhan, saran dan kritik dari masyarakat terhadap pelayanan pada pemerintah Desa yang diberikan.

b. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang administrasi sehingga memungkinkan pelaksanaan administrasi pemerintahan Desadapat terlaksana dengan baik.
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